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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Kuliah Kerja Magang 

Program kuliah kerja magang merupakan salah satu komponen penting 

dalam sistem pendidikan tinggi yang bertujuan untuk memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah 

dipelajari di perkuliahan ke dalam dunia kerja. Melalui magang, mahasiswa 

dapat memperoleh pengalaman praktis, mengembangkan keterampilan, serta 

memahami lebih dalam tentang bidang profesi yang diminati. 

Kuliah kerja magang dirancang untuk menyediakan wadah bagi 

mahasiswa guna menjalani kegiatan magang di berbagai lembaga, perusahaan, 

atau organisasi yang relevan dengan bidang studi mereka. Magang ini 

bertujuan untuk memperkaya pengetahuan mahasiswa tentang dunia kerja, 

memperluas jaringan profesional, dan menghadapkan mereka pada berbagai 

situasi nyata yang tidak dapat diperoleh melalui pembelajaran di kelas. 

Dalam konteks magang di bidang peternakan, mahasiswa akan 

berkesempatan untuk terlibat langsung dalam kegiatan operasional dan 

manajerial di Dinas Peternakan atau instansi sejenis. Selama magang, mereka 

akan berinteraksi dengan berbagai aspek peternakan, seperti manajemen 

ternak, pemeliharaan, pakan, kesehatan hewan, dan teknologi terbaru yang 

digunakan dalam sektor peternakan. 

Latar belakang kuliah kerja magang ini muncul sebagai respon terhadap 

tuntutan zaman yang menuntut adanya keterpaduan antara teori dan praktik. 

Mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kompetensi, profesionalisme, 

dan kepemimpinan yang diperlukan dalam menghadapi tantangan dan 

persaingan di dunia kerja yang semakin kompleks. 

Dengan demikian, kuliah kerja magang di bidang peternakan merupakan 

langkah penting dalam menyiapkan generasi muda sebagai calon tenaga ahli 
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yang mampu berkontribusi dalam pengembangan sektor peternakan yang 

berkelanjutan dan inovatif. 

Selain itu, melalui magang ini, diharapkan mahasiswa juga dapat 

membangun kesadaran akan isu-isu penting seperti kesejahteraan hewan, 

keberlanjutan lingkungan, dan keamanan pangan, sehingga mereka dapat 

menjadi agen perubahan yang bertanggung jawab dalam meningkatkan 

kualitas kehidupan bagi masyarakat luas. 

Dengan latar belakang yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang 

pentingnya magang dalam proses pendidikan, kuliah kerja magang di bidang 

peternakan memberikan kesempatan yang berharga bagi mahasiswa untuk 

mengembangkan diri dan berkontribusi dalam memajukan sektor peternakan 

yang lebih baik di masa depan. 

1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang 

a. Bertujuan untuk memperoleh pengalaman praktis dalam dunia kerja dan 

mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari di perkuliahan 

ke dalam situasi nyata 

b. Bertujuan untuk mengembangkan keterampilan teknis dan non-teknis yang 

relevan 

c. Bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang suatu bidang pekerjaan. 

d. Mahasiswa bisa learning by doing. 

e. Sebagai salah satu syarat dan kewajiban mahasiswa/i yang akan 

menyelesaikan mata Kuliah Kerja Magang Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi STIE PGRI Dewantara Jombang 

1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang 

Manfaat Kuliah Kerja Magang yang saya lakukan berguna untuk : 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mengalami pekerjaan 
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dan tantangan nyata dalam bidang studinya. 

b. Mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan teknis dan non-

teknis yang dibutuhkan di dunia kerja. 

c. Mahasiswa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam 

tentang proses operasional dan industri di lapangan. 

2. Bagi Program Studi Akuntansi 

a. Sebagai sarana untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana 

konsep akuntansi diterapkan dalam dunia nyata, dan pemahaman 

tentanng aplikasi praktis dari akuntansi, sehingga meningkatkan 

kualitas lulusan program studi. 

b. Terciptanya kemitraan antara program studi akuntansi dan dunia 

bisnis, yang dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam hal 

penempatan kerja, penelitian dan kolaborasi. 

3. Bagi Instansi Tempat Praktik 

Sarana untuk menjembatani antara instansi atau perusahaan dengan 

lembaga pendidikan untuk bekerja sama lebih lanjut baik bersifat akademis 

maupun non akademis. Perusahaan dapat melihat tenaga kerja yang potensial 

dikalangan mahasiswa sehingga apabila suatu saat perusahaan membutuhkan 

karyawan bisa merekrut mahasiswa tersebut. 

1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang 

Nama : Dinas Peternakan Pemerintah Kabupaten Jombang 

Alamat : Jl. Soekarno - Hatta No.168 - 172, Mojongapitindah, Mojongapit, 

Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61481 

Telepon : 0321861784 
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Gambar 1.1 Kantor Dinas Peternakan Pemerintah Kabupaten Jombang 

1.5 Jadwal Kuliah Kerja Magang 

Tahapan yang harus dilakukan mahasiswa selama magang, antara lain: 

1. Tahap Persiapan 

Beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebelum 

melaksanakan Kuliah Kerja Magang, yaitu mahasiswa melakukan riset dan 

identifikasi instansi yang sesuai dengan bidang studi, dan melakukan 

kontak dengan instansi untuk menanyakan kesediaan menerima mahasiswa 

magang. Mahasiswa mendaftar mengikuti magang serta mengurus surat 

permohonan pelaksanaan Kuliah Kerja Magang di Biro Administrasi, 

Akademik, dan Keuangan (BAAK) dan surat tersebut ditunjukan kepada 

pihak perusahaan. Mahasiswa memberikan surat permohonan dengan 

dilampirkan Curriculum Vitae (CV) dan proposal Kuliah Kerja Magang.  

Perusahaan/instansi akan memberikan informasi setelah beberapa 

hari/minggu melalui surat balasan melalui e-mail/chat Whatsapp yang 

menyatakan bahwa telah diterima/ditolak. Praktikan Melakukan Kuliah 

Kerja Magang di perusahaan/instansi minimal 1 bulan atau 30 hari kerja. 

2. Tahap Pelaksanaan 
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Praktikan melakukan Kuliah Kerja Magang di Dinas Peternakan 

Kabupaten Jombang dimulai pada tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 10 

Agustus 2023 yang dilaksanakan secara full time, yakni: 

Senin - Kamis  : Pukul 07.30 – 15.30 

Jumat   : Pukul 07.30 – 14.30  

Sabtu - Minggu : Libur 

3. Tahap Pelaporan 

Praktikan menyusun laporan Kuliah Kerja Magang setelah selesai 

melaksanakan Kuliah Kerja Magang, untuk memenuhi salah satu syarat 

kelulusan mata kuliah Magang. Praktikan menyusun laporan Kuliah Kerja 

Magang yang dimulai dari bulan Juli hingga September 2023 dan waktu 

pengumpulan Laporan Kuliah Kerja Magang dimulai dari bulan Agustus 

sampai Oktober 2023.  
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT KKM 

2.1 Company Profile 

A. Visi : Terwujudnya Pelayanan Peternakan Yang Berkualitas, Prima dan 

Berdaya Saing. 

B. Misi : 

1. Mengupayakan Konsistensi Pelayanan Yang Bermutu 

2. Meningkatkan SDM Untuk Menciptakan Pelayanan Yang 

Berkualitas 

2.2 Struktur Organisasi/Instansi 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Peternakan Pemerintah Kabupaten 

Jombang 

Setiap devisi memiliki tugas masing-masing yakni : 

1. Kepala Dinas 

Kepala dinas mempunyai tugas memimpin, mengelola, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas 

Peternakan. 
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2. Sekretariat 

Sekertariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Dinas Peternakan dalam merencanakan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan admistrasi umum, 

kepegawaian, keuangan, asset, penyusunan program dan evaluasi.  

3. Bidang Budidaya 

Bidang budidaya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan 

dan mengkoordinasiurusan perbibitan, pakan dan teknologi peternakan 

serta penyebaran dan pengembangankawasan peternakan. 

4. Bidang Kesehatan Hewan 

Bidang kesehatan hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pengamatan dan penyidikan penyakit hewan, pencegahan dan 

pemberantasan penyakit hewan sertakesehatan masyarakat veteriner. 

5. Bidang Agribisnis 

Bidang agribis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

tugas dinas peternakan dalam merencanakan, melaksanakan dan 

mengkoordinasi urusan kelembagaan, SDM dan penyuluhan, urusan 

bina usaha pengelolahan dan pemasaran hasil peternakan.  

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan/Instansi 

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 36 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata 

kerja Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, maka kedudukan Dinas 

Peternakan Kabupaten Jombang adalah sebagai unsur pelaksanaan urusan 

pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Secara organisasi Dinas 

Peternakan Kabupaten Jombang Dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekertaris Daerah. Tugas Dinas Peternakan Kabupaten Jombang adalah 

membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah dibidang peternakan. 
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Sistem Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Jombang ditentukan sesuai 

dengan struktur organisasi yang ada, masing- masing individu mempunyai 

tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda agar terciptanya sistem kerja 

yang efektif dan efisien. Untuk jadwal operasional Dinas Peternakan 

Kabupaten Jombang dilakukan pada hari Senin – Jum’at dan untuk jam 

operasional dimulai pukul 07.30 WIB – 15.30 WIB dan pada hari Sabtu – 

Minggu Kantor Libur. 
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  BAB III 

PELAKSANAAN KKM 

3.1 Pelaksanaan KKM 

Kegiatan magang di Dinas Peternakan Kabupaten Jombang dilaksanakan 

selama 1 bulan atau 30 hari kerja yang dimulai pada tanggal 10 Juli 2023 

sampai dengan 10 Agustus 2023. Adapun jam kerja di Dinas Peternakan 

Kabupaten Jombang sebagai berikut: 

Tabel 3. 1 Jam Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Jombang 

Hari Kerja Jam kerja Jam Istirahat 

Senin s/d Kamis 07.30 – 15.30 WIB 
12.00 – 13.00 WIB 

Jum’at 07.30 – 14.30 WIB 

Sabtu s/d Minggu Libur 

Terdapat 4 bidang di Dinas Peternakan, yaitu Bidang Budidaya, Bidang 

Agribisnis, Bidang Sekretariat, dan Bidang Kesehatan Hewan. Berikut 

merupakan penjelasannya: 

1. Bidang Budidaya 

 Pemagang melaksanakan minggu pertama dan ke-5 di bidang budidaya, 

dimana bidang ini mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Dinas Peternakan dalam merencanakan, melaksanakan dan 

mengkoordinasikan urusan perbibitan, pakan dan teknologi peternakan serta 

penyebaran dan pengembangkawasan peternakan. 

2. Bidang Agribisnis 

Pada minggu kedua, pemagang melaksanakan magang di bidang agribisnis, 

dimana bidang ini mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Dinas Peternakan dalam merencanakan, melaksanakan dan 

mengkoordinasikan urusan kelembagaan, SDM dan penyuluhan, urusan bina 
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usaha dan rekomendasi perizinan peternakan serta bina usaha pengolahan dan 

pemasaran hasil peternakan. 

3. Bidang Sekretariat 

Minggu ketiga, pemagang melaksanakan kegiatan magang di bidang 

sekretariat/TU. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Dinas Peternakan dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, 

aset, serta penyusunan program dan evaluasi kegiatan. 

4. Bidang Kesehatan Hewan 

Pada minggu ke-4, pemagang melakukan kegiatan magang di bidang 

kesehatan hewan (kewan), yang mana bidang ini mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dalam merencanakan, 

melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan pengamatan dan penyidikan 

penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta 

kesehatan masyarakat veternier. 

3.2 Hasil Pengamatan di Tempat Magang 

Dalam pelaksanaan magang di Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, 

saya mengamati ada beberapa kendala yang ada di Dinas Peternakan 

Kabupaten Jombang adalah :  

1. Tidak optimalnya pemanfaatan teknologi yang menyebabkan 

penundaan dalam pengumpulan dan analisis data. 

2. Tantangan moral yang mengeyampingkan prinsip pribadi demi 

memenuhi tuntutan pekerjaan. 

3. Tingkat kinerja organisasi yang belum optimal, tercermin dalam 

lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. 
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3.3 Landasan Teori 

3.3.1 Definisi Anggaran 

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan kuantitatif, 

yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain 

yang mencakup jangka waktu satu tahun (Mulyadi dalam Saputra, 2015). 

Anggaran menjadi sangat penting bagi suatu organisasi karena rencana 

yang tertulis menganai kegiatan yang dinyatakan secara kuantitatif dan 

umumnya dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu (Nafarin dalam 

Saputra, 2015).  

Pengelolaan anggaran belanja telah menjadi perhatian utama bagi 

pengambil keputusan dalam suatu pemerintagan, baik itu di tingkat pusat 

maupun tingkat daerah. Untuk itu pemerintah pusat maupun daerah 

membuat atau menciptakan dan memberlakukan undang-undang yang 

gunannya untuk emncipatak sistem pengelolaan anggaran yang mampu 

memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang sesuai 

dengan kemampuan dan kondisi daerah. 

Anggaran yang telah didapatkan dapat digunakan untuk kegiatan atau 

program kerja instansi maupun mensejahterakan masyarakat mengenai 

perancangan kuangan dimasa yang akan datang untuk membantu 

pemerintahan daerah dalam pembangunan daerah melalui program kerja, 

alat distribusi, alat komunikasi, dan alat penilaian kinerja dan motivasi. 

Anggaran memiliki fungsi-fungsi yang terkait (Supriyono dalam 

Sulistyawati & Khotijah, 2021), antara lain: 

1. Fungsi Perencanaan 

Dapat menentukan pilihan tertentu untuk dilakukan di masa mendatang 

dengan menimbang sasaran perusahaan, sumber daya ekonomi dan 

hambatan di masa mendatang. 

2. Fungsi Koordinasi 

Dikaitkan dengan perilaku berbagai divisi di dalam perusahaan agar 

bekerja dengan harmonis untuk mencapai tujuan. 

3. Fungsi Komunikasi 

Berbagai divisi saling berhubungan dan berpartisipasi. 
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4. Fungsi Motivasi 

Agar dapat mendorong para pelaksana dalam menjalankan tugas atau 

mencapai tujuan.. 

5. Fungsi Pengendalian dan Evaluasi 

Karena anggaran yang disepakati merupakan tanggung hawab 

pelaksanan yang berpartisipasi atas penyusunan anggaran tersebut 

6. Fungsi Pendidik 

Untuk membimbing pelaksanan yang terkait.  

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 

dengan peraturan daerah. APBD dapat didefinisikan sebagai rencana 

keuangan pemerintah daerah yang mendeskripsikan mengenai perkiraan 

pengeluaran yang sebesar-besarnya dalam belanja kegiatan dan proyek 

daerah dalam satu tahun, serta juga dapat menggambarkan mengenai 

estimasi pendapatan dan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk 

menutupi biaya yang dimaksud (Fathiyah et al., 2021). Belanja daerah 

merupakan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan 

merata agar efektif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat 

tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum 

(Lontaan et al., 2016). 

 

3.3.2 Manfaat Anggaran 

Menurut (Nafarin, 2012) anggaran memiliki manfaat, antara lain: 

a. Semua kategori dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama. 

b. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan 

karyawan. 

c. Dapat memotivasi karyawan. 

d. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan. 

e. Menghindari pemborosan dan pembayawan yang kurang perlu. 

f. Sumber daya (seperti tenaga kerja, peralatan dan dana) dapat 

dimanfaatkan seefisien mungkin. 

g. Alat pendidikan bagi para manajer. 
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3.3.3 Tujuan Penyusunan Anggaran 

Menurut (Ellen dalam Iranata, 2016) tujuan penyusunan anggaran adalah: 

1. Untuk menyatakan harapan sasaran perusahaan secara jelas dan formal, 

sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap 

apa yang hendak dicapai manajemen. 

2. Untuk emngkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak 

terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung dan dilaksanakan. 

3. Untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud 

mengurangi ketidapastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi 

individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. 

4. Untuk mengkoordinasi cara atau metode yang akan ditempuh dalam 

rangka memaksimalkan sumber daya. 

5. Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu 

dan kelompok, menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya 

tindakan koreksi.  

Dapat diketahui dari tujuan penyusunan anggaran tersebut dapat 

membantu kelancaran peyusunan anggaran, sehingga memberikan 

kemudahan dalam melaksanakan kegiatan perusahaan secara efektif dan 

efisien. 

3.3.4 Prinsip Penyusunan APBD 

Menurut Permendagri No.84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, 

penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip sebagai 

berikut: 

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan 

daerah; 

2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi; 

3. Mempedomani KUA dan PPAS yang didasarkan oada RKPD; 
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4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 

5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, 

partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa 

keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyakarat dan taat pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan 

penerimaan daerah dan pengeluaran daerah; dan 

7. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah berupa uang harus 

dicantumkan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. 

 

3.3.5 Kebijakan Penyusunan Anggaran Belanja Daerah 

Kebijakan belanja daerah dimaksud meliputi sebagai berikut menurut 

Permendagri No.84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023: 

a. Belanja Operasi, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, 

belanja bunga, belanja subisid, belanja hibag dan belanja bantuan 

sosial. 

b. Belanja Modal   

c. Belanja Tidak Terduga 

d. Belanja Transfer, meliptui belanja bagih hasil dan belanja bantuan 

keuangan. 

 

3.3.6 Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD TA 2023 

Tabel 3. 2 Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD 

No Uraian Waktu Lama 

1. Penyampaian Rancangan KUA 

dan Rancangan PPAAS oleh Ketua 

TAPD kepada Kepala Daerah yang 

telah direviu oleh APIP daerah 

paling lambat 

minggu I bulan Juli 

1 (satu) 

minggu 

2. Penyampaian Rancangan KUA 

dan Rancangan PPAS oleh Kepada 

paling lambat 

minggu II bulan Juli 

5 (lima) 

minggu 
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Daerah kepada DPRD 

3. Kesepakatan antara Kepala Daerah 

dan DPRD atas Rancangan KUA 

dan Rancangan PPAS 

paling lambat 

minggu II bulan 

Agustus 

4. Penerbitan Surat Edaran Kepala 

Daerah perihal Pedoman 

Penyusunan RKA-SKPD 

paling lambat 

minggu III bulan 

Agustus 

3 (tiga) 

minggu + 

1 (satu) 

minggu 

reviu oleh 

APIP 

daerah 

5. Penyusunan dan pembahasan 

RKA-SKPD oleh SKPD terkait 

serta verifikasi oleh TAPD 

6. RKA-SKPD sebagaimana pada 

angka 5 wajib direviu oleh APIP 

daerah 

7. Penyusunan Rancangan Perda 

tentang APBD 

6. Penyampaian Rancangan Perda 

tentang APBD oleh Kepada 

Daerah kepada DPRD 

Paling lambat 

Minggu II bulan 

September bagi 

daerah yang 

menerapkan 5 (lima) 

hari kerja per 

minggu atau paling 

lambat Minggu IV 

bulan September 

bagi daerah yang 

menerapkan 6 

(enam( hari kerja per 

minggu 

60 (enam 

puluh) hari 

kerja 

7. Persetujuan bersama DPRD dan 

Kepala Daerah 

Paling lambat 1 

(satu) bulan sebelum 

dimulainya Tahun 

Anggaran berkenaan 
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8. Menyampaikan Rancangan Perda 

tentang APBD dan Rancangan 

Perkada tentang Penjabaran APBD 

kepada Menteri Dalam Negeri/ 

Gubernur untuk dievaluasi 

3 (tiga) hari kerja 

setelah persetujuan 

bersama 

 

9. Hasil evaluasi Rancangan Perda 

tentang APBD dan Rancangan 

Perkada tentang Penjabaran APBD 

Paling lama 15 (lima 

belas) hari kerja 

setelah Rancangan 

Perda tentang APBD 

dan Rancangan 

Perkada tentang 

penjabaran APBD 

diterima oleh 

Menteri Dalam 

Negeri/Gubernur  

 

10. Penyempurnaan Rancangan Perda 

tentang APBD sesuai dengan hasil 

evaluasi yang ditetapkan dengan 

keputusan pimpinan DPRD 

tentang penyempurnaan 

Rancangan Perda tentang APBD 

Paling lambat 7 

(tujuh) hari kerja 

(sejak diterima 

keputusan hasil 

evaluasi) 

 

11. Penyampaian keputusan pimpinan 

DPRD tentang penyempurnaan 

Rancangan Perda tentang PABD 

kepada Menteri Dalam 

Negeri/Gubernur 

3 (tiga) hari kerja 

setelah keputusan 

pimpinan DPRD 

ditetapkan 

 

12. Penetapan Perda tentang APBD 

dan Perkada tentang Penjabaran 

APBD sesuai dangan hasil 

evaluasi 

Paling lambat akhir 

Desember (31 

Desember) 

 

13. Penyampaian Perda tentang APBD 

dan Pekada tentang Penjabaran 

Paling lambat 7 

(tuju) hari kerja 
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APBD kepada Menteri Dalam 

Negeri/Gubernur 

setelah Perda dan 

Perkada ditetapkan 

3.4 Usulan Pemecahan Masalah/Solusi 

Pemecah masalah yang dapat diusulkan oleh penulis sebagai berikut: 

1. Dengan  mengimplementasikan perangkat lunak atau aplikasi 

yang sesuai dengan kebutuhan yang dapat membantu 

mengotomatiskan beberapa tahap dalam proses penyusunan 

dokumen. 

2. Dengan mengadakan pelatihan etika kerja yang mengajarkan cara 

menangani dilema moral di tempat kerja dan membuat panduan 

prinsip etika yang memberikan pedoman dalam menghadapi 

situasi yang memerlukan keseimbangan antara prinsip pribadi dan 

tuntutan pekerjaan. 

3. Dengan menerapkan analisis proses kerja yang komprehensif 

untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan aliran kerja. 

Dengan memahami akar penyebab lamanya waktu yang 

dibutuhkan, organisasi dapat melakukan peningkatan operasional 

yang berfokus pada efisiensi, peningkatan kualitas dan 

pengurangan waktu proses. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan kegiatan magang yang telah dilakukan oleh penulis di Dinas 

Peternakan Kabupaten Jombang, penulis menjalankan magang dengan baik 

dan penulis mendapatkan pengetahuan serta wawasan tentang sistem kerja 

manajemen yang ada. Dari permasalah  yang ada dapat disimpulkan bahwa 

prosedur penyusunan anggaran belanja  memiliki peran penting dalam 

memnjaga keberlangsungan operasional dan pengembangan sektor peternakan. 

Prosedur ini juga melibatkan berbagai aspek termasuk pemanfaatan teknologi, 

dilema moral, dan kinerja organisasi. Dari hasil pengamatan, terungkap bahwa 

tidak optimalnya pemanfaatan teknologi dapat menghambat efisiensi 

pengumpulan dan analisis data, tantangan moral dapat memengaruhi integritas 

dalam pengambilan keputusan, dan kinerja organisasi yang belum optimal 

dapat menghambat pencapaian tujuan penyusunan anggaran. 

Solusi yang diusulkan, yaitu mengimplementasikan perangkat lunak sesuai 

kebutuhan, memberikan pelatihan etika kerja, serta meningkatkan efisiensi 

dan mempertimbangkan outsourcing, memberikan langkah-langkah konkret 

untuk mengatasi kendala-kendala ini. Teori-teori seperti Teknologi Informasi, 

Etika Bisnis, dan analisis proses memberikan landasan teoritis yang 

mendukung usulan solusi tersebut. 

Dengan mengintegrasikan solusi-solusi tersebut ke dalam proses 

penyusunan anggaran, Dinas Peternakan dapat mengatasi hambatan-hambatan 

yang dihadapi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan bahwa 

alokasi dana yang tepat dilakukan demi pertumbuhan dan perkembangan 

sektor peternakan yang berkelanjutan. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya 

pendekatan yang holistik dan berbasis teori dalam mengatasi tantangan dalam 

penyusunan anggaran belanja pada dinas peternakan. 
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4.2 Saran 

Saran bagi kantor Dinas Peternakan Kabupaten Jombang agar dapat dapat 

merangsang kemajuan dengan mengadopsi teknologi yang relevan dan 

mengoptimalisasi pelatihan etika serta mendorong penerapan analisis proses 

kerja yang komprehensif guna meningkatkan kinerja organisasi secara 

keseluruhan. 

Saran bagi pembaca diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan terkait dengan prosedur penyusunan anggaran belanja di Dinas 

Peternakan Kabupaten Jombang. 

4.3 Refleksi Diri 

Sebagai mahasiswa, menjalani tugas seperti Kuliah Kerja Magang (KKM) 

adalah kewajiban. Meskipun prosesnya tidak selalu lancar, saya mengalami 

pengorbanan dalam waktu, tenaga, dan pikiran. KKM berlangsung selama 

sekitar satu bulan, mengajarkan saya tentang dunia kerja secara langsung. Di 

Dinas Peternakan Pemerintah Kabupaten Jombang, saya menghadapi 

tantangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait 

pengelolaan kesehatan hewan ternak, pengelolaan keuangan dan kegiatan 

budidayanya. Meski berat secara mental, pengalaman ini memberikan 

manfaat besar bagi diri saya dan orang-orang di sekitar. Kesederhanaan dalam 

bekerja dengan sukarela membawa hasil yang berlimpah dari yang 

diharapkan.
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Kegiatan Magang 
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Lampiran 2 Form Kegiatan Harian Mahasiswa (Log Book) 
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Lampiran 3 Penilaian Kuliah Kerja Magang oleh Pembimbing Lapangan 
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Lampiran 4 Penilaian Kuliah Kerja Magang oleh Dosen Pembimbing Lapangan 
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Lampiran 5 Curriculum Vitae (CV) 
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Lampiran 6 Dokumentasi 
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